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PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2010:

TENTANG

" KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN
KELURAHAN RAMAH ANAK .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIROTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa setiap anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah
maupun nasional sehinggn perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh
dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maunpun sosial;

b. bahwa Pemerintah Kota Semsarang berinisiatif untuk mcwujudkan
hak-hak  anak melalui

pembangtinan dengan mengarusutamakan

pengintegrasian program kesejahtériian dan perlindungan anak ke dalam
program pembangunan di tingkat‘kelurahan dan kota yang responmf
tethadap kebutuhan anak; :

bahwa untuk melaksanken maksud taiaebutpadahurufa dan immfb,
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Kebijakan Kota
LayakAnak denganPendakatanKelmahanRamahAnak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daersh Kota Besar Dalam Linglungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, JawaBaratdanDalamDmhIsﬁmcwaYogyakarm,

2. Undang-Undang Nomor‘4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan A&
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara,

Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara ' Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan LembamnNegamRepublikIndoensia Nomor 3886};.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhndungan Angk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 109
Tambahan Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Takun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
i;g;;dang-nndangan (Lcmbaran Negara Republik . Indonesia Nomor

6. U Undang-Undang Nomor 23 Tahnn2004tentangP°nghaPl!8m Kekerasan
%a(l)zm Rumah Tangga - (Lembaran Negzra Republik Indonesia Tahun
4419)¥\Tomor 95 Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor




7. Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahen Dacrah
(Lemberan Negara Republlk Indonesia Tbum 2004 Nomor 125

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubsh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintehan Dacrah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahyn 1992 tentang Penataan

Kecamatan di Wilayah Ksbupatenskabupaten Daereh Tingkat II
Purbalingga, Cilacap,Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Deerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa ‘Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahtm 1992 Nomor 89);

10. Peraturan  Pemierintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urnsan Pemerintahan antara Pemerintsh, Pemerintahan Daerah Provms:,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 473?2;

11, Peraturan Menteri . Negaia Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tabun
2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; :

12. Peraturan Daersh Kota. Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Kelurahan (Lembaran Daersh. Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kot Semarang Nomor 17); \

13. Peraturan Dacrah Kota Semaramg Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
" Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daérah Kota
Semarang (Lembaran Daerzh Kota ‘Semarang Tahun 2008 Nomor
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nothor 18);

14, Peraturan Dacrgh Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Dacrah Kotd Semarang Nomor 21);

15. Pemtufan'Daemh Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kegja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 22);

16. Peraturan Daersh Kota Semsrang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Ketja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daersh Kota Semarang
Tahun 2008 Nomor 16, Tambshan Lembaran Kota Semarang Nomor 23);




17. Pergturan Dacreh Kota Semerang Nomor 14 Tahun 2008 tentam
OrgamsasidanI\!taxoxiaxmnmndmzcezmé;nat.m.,.w.,,.;S
Kota Semsrang. Tehmm 2008 Nomor 17, Tambshan Lembaran Kota

Semarang Nomor 24); B

MEMUTUSKAN :

Menetapken : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUAKAN KOTA LAYAK
ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 3

1. Daerah adalah Kota Semarang,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.

3. Walikota adalah Walikota dan Perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. .

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kota Semarang,

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Keluarga Berencana adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

6. Badan Perencanasn Pembangunan Daersh adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Semarang.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Semarang,

8. Kelurahan adalah wilayah kegja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah

. Kecamatan,

9. Kecamatan adalah wilayah ketja Camat sebagai perangkat Daerah.

10. Anakadalahseswmngyangbelumberusiam(delapmbehs)ﬁhun.temasukanak
yang masih dalam kandungan.

11. Layak adalsh kondisi fiskk dan non fiskk suatu wilayah dimana aspek-aspek
kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau
Undang-Undang Perlindungan Anak, - : .

12. Kota Layak.Anak yang aelanjumjm disebut KLA adalsh sistem pembangunan Kota
yanafa mcnggt:nmlmn komnz;n;l :::h ﬁberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha yang cana secara m _ dal i
e bl aeak. berkelanjutan dalam program dan kegiatan

13. Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak
m&mmmmmmmmmgmmmmmm ,
dansumberdayaPemeﬁntahKota.masmhtdanduniausabayangtezmcana
menydumhdmbetkelan)umddammdanbdmnpemenuhmhakanalq
mencakup didalamnya ketuarga ranish anak,

14. Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak adalsh Kelurahan/Kecamata
memenuhi dan melayani gan terbaik Jang mampu
’_bagiﬁmbﬁ'hmbmgm : Wmm:nunbcdkanmaaman

15. Rencana Aksi Daerah Kebjjakan Kota ) .
Kelurahan/Kecamatan Layak Anak P
=0 Remat Acak yang selacftayn disobut RAD sty e




Tencana yang metmuat program/kegiatan secaramintegmsi dan tequkur ym Gilalnion
g{eh Pcranglgthaemh dalamj%wﬁkmm, sobegal instrumen datam
16. Rencana Aksi Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RA Kel/RA

.Kec.RamahAnakadahhdoknmmmmyangmmwmmmﬂcegiamnsecam
terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kelurahan/Kecamatan dalam

jmghmkwmm.whs&menddmmcwqiudkmmmw

17. Gugus Tugas Kota Layak Ansk adaleh tim yang dibentuk Pemerintah Kota dalam
rangka melaksanakan Kebfjakan Fota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/
Kecamatan Ramsh Anak,

18. Indikator Kelurahan/Kecamatan Ramsh Ansk adalsh variabel-varisbel pembangunan
yang digunakan untuk menilai situasi danmtus Kelurahan/Kecamatan,

19. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kelurshan/Kecamatan Ramah Anak
dengan menggunakan indikator Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak.

BABI
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kebijakan Kota Layak Anak dengm pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu: ' ' ,

a. non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis
kelamin, status sosial, status ekonomi, asal dderah, kondisi fisik maupun psikis anak;

b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak
secbagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota, Pemerintsh Kelurahan/Kecamatan, dan lembaga lainnya yang
berhubyungan langsung maupun tidek langsung.dengan anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi
anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan ansk yang dilindungi oleh
negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan

d. penghargaan terthadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk

berpartisipasi dan menyutakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama

jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak,

Pasal 3
mmmwmm_mmmmpm&mmmmm

adalah : .

a. ' meningkatkan komitmen Pemerintsh . Daerah, Kelurshan/Kecamatan dan

masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan peduli tethadap anak, dalam
memenuhi serta ‘melayani kebutuhan dmkcpendngzxmtgrbmk bagi anak; -

b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana,

metoda dan teknologi yang ada peda Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan

c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan

pembangunan, : - .




-Pasal4'

Ruang Lingkup Kebijakan Kot Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan
Ramah Anak meliputi penyusunan dan pelaksanasn kebijakan di bidang :
a, partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
b. pengasuhan Keluarga dan altemnatif bagi anak;
c. keschatan'dan kescjahteraan dasar bagi anak;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
e. perlindungan khusus terhadep anak,
BAB I

PELAKSANAAN
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab tethadap seluruh proses
Pelaksanaan ' Kebijaken KotaLayak Ansk dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan

Ramah Anak dengan melakukan lmord{nas!,ﬁsﬂimi dan mediasi untuk mewujudkan
Kota Layak Anak.

(2) Dalam rangka melaksanaken Kebijakan Kota Layak Anak dengan- Pendekatan

(3) RAD meliputi program aksi ¢

a pex_;élaahan kebutuhan Kota Layak - Anak;

b. harmonisasi kebijakan perlindungsn anak;

c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidiken epidemiologi, penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;

d pelayananpendidﬂcandasar,menengahummdanbjmuan, formal dan non formal;

e. perlindungan anak di bidang hak sipil, patdnipasi.dan ptogrambagt anak yang
memerlukan petlindungan kimsus;

£pchymmbidangpaumhm.mdmpmmlinghmgan,sempehyanan
fasilitas umum; dan

g pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan aln’bamya.

Pasal 6 ‘
(1) Kelurahan/Ketamatan bertanggungjawab melaksanskan Kordinasi, Fasilitasi Dan
Mediasi dalam mewujudkan Kelmhaanccamataanah Anak,

(93} Dalamranghmawujudkan Kelumhan/KecammRamahAnak, Kelmahan/Kecamatan
menyusun RA Kel/RA Kec untuk 3 ( Tiga ) Tahung

(3) Materi RAKel/RAKec meliputi :

a. penelashan kebutuhan Kelurahan/Kecamaten Rameh Anak,

b. halrmonisasi kebijakan pedindungan anak;

c. pelayanan dasar kesechatan, rujukan, penyelidihn demiologi, penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayzan mag'imka: gi%idang kesehatan,

Y pel?mdungg;ndian?l!cmsib hak si parﬁs!pasldan . b

c.
ll:le:merluhnpedindung;‘:;gusus; ad @n progam bagl anak g




f. pelayanan bidang pmahan, sirana. dan prasseana linglrungan. serts pelayanan
fasilitas umund; dan
g pelaymmﬁngkunganhidup.kebumhandasarnnitasidmpenanganmah'bamm
4) RAKel/RAKoc disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. materi RAD;

b. d kebuahnpembmgmnl(elmaban/l(zcammn.
K mmohlwb&mpaﬁmbmdﬂmkew&n

" d. mengarusutamakan hak anak.
(5) Perumusan RAKel/RAKec ditetapkan dalam Peraturan Lurah/Camat.
Pasal 7

Pembag;anpetan,bentukdanmﬁnhnkeﬁmdalamlangkah-langhh pelaksanaan
Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak

Kebijakan Kota Layak
tercannmdalamLammeyangmmpahnbagianhdakterpisahhndeemmrm
Walikota ini.
 BABIV '
KELEMBAGAAN
Pasal 8

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan
Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak, dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.

(2) Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(3) Gugus IhgasKotuLayakAnﬁkaddahlembagakoordinaﬁfyangbemnggomkanwaldl
dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi,
organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan

(4) Gugus Tugas Kota layak Anak dipimpin oleh seorang Ketua dari Badan Pemberdayaan
MasyambgPerempuandaanuargaancanamdibanm“omngwahIkmdan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pasal 9

GugmmgaslainyangmemﬂﬂnmgasdmﬁmgsipuﬁndmgmmakdapatdﬁadﬂmnGugus :
Tugas Kota Layak Anak.

Pasal 10

Tugas pokok Gugus Tugas Kota layak Anak adalah : '
a, mengkoordmasﬂmnpehhanmhbﬂahnl(ohhyakAnakdengan pendekatan

Kelurahan/Kecamatan ‘Ramah
b. menctapkantugas-tugasdaﬁmggotaGugus'hxgasKotaLayakAnak;
c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikesi informasi dan edukasi Kebijakan
KotaLayakAnakdenganPcndohhnKelmhleecamatanRamahAnak;
mengumpulkan data dasar; .
melalmhnanulimkebumhanyangbmumberdaddmdasar
melakukan deseminasi data dasar;
menentukan fokus dan pdoﬂmpmgramdalammewqiudkan Kota Layak Anak,
dayf)disesuaikm dengan potensi damh(masalahutama,kebumhan,dansumber

mr»s»g




h. menyusm RAD 5 (lims) tahuny

{  menyustm mekanieme kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak;

j. menyiapkan Peraturan Dacrsh tentang perlindungan anak;

k. melakikan monitoring,evaluasi dan pelaporan Kebijaken Kota Layak Anak dengan
pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak 6 (enam) bulan sekali;

1. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan RAKel/RAKec. Ramah Anak. -

Pasal 11

* (1) Untuk membantu kelancaran ‘pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak,
dibentuk sekretariat, - .

(3] Sekrehﬂats:bagmmanadimaksudi:adaayat(l).bahgasmembeﬁkanduhmgan
teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.

(3) Sekretariat Gugus tugas Kota Layak Anak berkeduduken di Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana,

Pasal -12

Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam melaksanaken tugasnya melakukan koordinasi dan
hubungan kerja secara langsung dengan Perangkat Deerah terkait.

Pasal 13

(1) Gugus Tugas Kota Layak Anak melakukan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Kota Layak
Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramsh Anak.

(2) Evaluasi pelaksanaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam)
bulan sekali,

(3) Gugus Tugas Kota Layak Anak menyampaikan lapomn pelaksanaan Kebijakan Kota
Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan/Kecamaten Ramah Anak kepada Walikota
" melalui Sekretaris Daerah. :

BABY
SISTEM SKORING DAN INDIKATOR
Pésal 14 |
(1) Untuk memudahkan masyarakat dan pelaku pembangtman lainnya menilai status
Kelurahan/l(ecamatanRamahAnak,digmahn =
(2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat(l)dtgunakan untuk menunjukkan
level atau status Kelmnhan/Kocamm,denm penycbutan scbagai berikut :
a, Kclmhanﬂ(eeamatanRamahAnakPratma.
b. Kelm'ahan/KecamataanahAmkMuda,
. Kelurahan/Kecamatan Ramsh Ansk Madya;
d. Kclmahan/KecamatanRamahAmkNindya.

(3) Sistem b
Xl skoring se ﬂ%%ﬁpp&é& ayat (1) menggtmakan indikator

a Hakparﬁsipasidankebebasansipﬂ, .
b. Hak pengasuhan keluarga dan alternatif




‘<. Hakkesehatan dan kesejabiotaan dosar;

d. Hakpendidika.n, pemanthatan waktu luang dan kegiatan budaya;
e. Hak perlindungan khusus terhadap anale.

-

Pasal 15

Sistem skoring dan indikator sebagaimana’ dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB' YV
PENUTUP
Pasel 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaks pada tanggal diundanglan,
Agar sc.tiap orang mengetshuinys, memerintaban pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
padatanggal: 16 September 2010

Diundangkan di Semarang \
padatanggal: 16 September 2010

Plit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

2wy

AKHMAT ZAENURI -
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 20




- LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR
TANGGAL :

PEMBAGIAN PERAN, BENTUK DAN RANGKAIAN KEGIATAN DALAM LANGKAH
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN

KELURAHAN RAMAH ANAK
NO KEGIATAN SASARAN PERAN/ LOKASI
' PENANGGUNG WAKTU
- . JAWAB
1. | Memberikan pemabaman tentang | Masyarakat, Anak-ensk, Tokoh |- Kelurahan 3 (tiga)
bak-hak anak kepada Kelurahan, | kunoi tinglst - Gugus Tugas bulan
Lembaga Kelurahan, Lembaga’ KLA
Swadsys Masyarakat, Organisasi -
dan masyarakat - — :
2. | Melakukan pemetasn terhadap | Masyarakat, Anak-anak, Tokoh «  Kelurahan 2 (dua)
pihak-pihak yang akan berperan | kunol tingkat - Gugus Tugas minggu
bertanggungjawab  dalam | Kelurahan/Kecamatan/Kota, dunia KLA
mewujudkan Kelurahan - Ramsh | usahs, LSM
Anak
3. | Melakuken Analisa Situasi Hak | Warga Masyarakat, Anskeanak, |- Kelurahan 3 (6ga)
Anak (ASHA) Tokoh kamef tingkat ’ - Gugus Tugas ~ bulan
" | Kelurshan/Kecamatan/Kota KLA
4. | Menyusun Rencana Aksi Daerah | Staksholder Kota - Gugus Tugas 1 (satu)
(RAD) f —— KLA bulan
5. | Melakukan Penilaian kelurahan  { Kelurahan, BPM, LPMK, - Kelurahan 1 (satu)
secara partisipatif untuk melihat | perwakilan PKK, Karang Taruna; |-  Gugus Tugas bulan
status keluralian dengan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, KLA
menggunakan Indikstor pihak sekolah dan Puskesmas,
Kelurahan Ramsh Anak serta perwakilan
. Foram/Kelompok Anak
| _Kelurahan
6. | Menyusun dan Menetapkan Kelurahan, BPM, LPMK, {= Kelurahan 1 (satu)
RencanaAksiKolmahan perwakilan PKK, Karang Taruna, |- %I‘Agus'l‘ngas bulan




%) HPERA .
NOMggm WALIKOTA SEMARANG

TANGGAL :

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR KELURAHAN RAMAH ANAK

A. Tata Cara Penilaian Status Kelurahan Ramsh Anak

1.

Kclmhanmengumpmhnpmpemmgkuhpmﬁhgmdmngkntkehmhan, meliputi
unsur-unsur ¢ Kelurahan, BPM, LPMK, perwnldlan PKK, Karang Tatuna, Tokoh
masyarakat, Tokoh Agama, - pihak sckolah dan Puskcsmas,aertaperwalqlan

' Forum/Kelompok Anak Kelurahan,

Parapemangkukepenﬁnganyanghadirdﬂampertemuankelmahanmebmdmn
mendiskusikan dan menilai secara langsung sitnasi dan kondisi Kelurahannya dengan
menggmﬂmnformatlndikatorKelmahanRam:hAmkyangtelahdisediakm

Nﬂmymgdl’beﬁkanolehpesmmenggmalmnangkadengmahla 1-4 sesuai
dengan kondisi Kelurahannya.

Tim/Gugus Tugas Kota akan mengarahkan dan memfasilitasi forum pertemuan
Kelurahan untuk proses penilaian secara partisipatif dengan metode diskusi
kelompok.

Hasxlpenﬂmandalamdiaknsikeloxnpokkemudian dipresentasikan ke pleno

musyawarah Kelurahan dan dicermati bersama kembali dengan mencermati
pcrhmbmgan,pendapatdanusulmdadpesatgkelompokyanglmn ‘

Keﬁutusan skor/nilai akhir adalah kesepakatan atas besaran nilai dalam musyawarah
pleno.

Penentuan status Kelurahan Ramah Anak berdasarkan nilai akhir, yaitu :

Nilai akhir sampai dengan 57 disebut Kelurahan Ramah Anak Muda

Nilai akhir 58 sampai dengan 114 discbut Kelurahan Ramah Anak Madya
Nilai akhir 115 sampai dengan 171 disebutl(akn'ahan Ramah Anak Nindya
Nilai akhir 172 sampai dengan 228 disebutKelmahanRamahAnakWasana

ProsespenilaianstatusKnlmahmRamahAnakdﬂakukm3tahmsekah.

Hasﬂakh&dmpmlmmshﬁstmhmRamahAmkhmudiandatetapkan
menjadi dokumen Kelurahan sebagat acuan penyusunan Rencana Aksi Kelurahan.




B. Indikator Kelurahan Ramah Anak

Kelompok Hak | No. INDIKATOR Skor/ Level Penilaian
Anak . 1 2 3 4
HAK 1 | Ada keterdibstan ansk belum <5% 8% -<10% | 10%-15%
PARTISIPASI (wakil kelompok ansk = | ada ‘
DAN usia 15-18 tahun) dalam
KEBEBASAN musyswarah perencanaan
SIPIL pembangunan kelurshan __

2 | Adadanberfungsinys balum ada dan ada dan mandid,

forum/kelompok/ ada baru berdir periu mampu
berjaringan

paguyuban anak di (bertunas) penguatsn dan

Kelurshan (bertumbuh) | melakukan
advokasi

3 | Adadata/profll anak belum ada, tetapl ada, lengkap | ada, lengkap
dl kelurshan ada - - | tkaklengkap | tapidata dan datadi

diupdate> | updatetiap
setahun
. _setshun ____| sekall

4 | SetapanskpuryaAida ' | <38% | P38%-<70% $70% - 100%
Kelshirsn : <100%

8 | Keteribatan ansk belum $40% - <20% | *20% «<30% | 30%
dalam Musyawarah ada
perencanaan
pembangunan .
kelurahan

. sda dan .
8 | Adanya Persturan belum belum sudsh ade ads, sudsh
) .| teriaksana
Kelurahan yang berpthsk | ada teriaksana dan sudah dan
kepada kepentingan ansk teriaksana ada monev
dodik
HAK 7 | Semua anakterdaftar di: <35% | *35%-<70% | *70%- 100%
PENGASUHAN dalamkartu Kepals - <100%
KELUARGA DAN Keluarga (KI)_ :
DAN . 8 | Setlapkelusrga <25% |925%dan | %60%dan | 275%-
ALTERNATIF mengalokasikan tabungsn <80% <5% 100%
4 ana
A eea bl oy
HAK 9 |ke L | <25% | 228%% 250%- 280%
KESEHATAN posysndu <B0% <80% A
DAN 10 | Kuafltas Pelaysnan PRATAMA | MADYA PURNAMA MANDIRI
KESEJAHTERAAN Posyandu
DASAR 11 | Status gizi balta bak <20% | 225%- 280%- 285%
coo%  <os%

12 | Prosentase bu hamil <30% |230%- >60%- >95%
memeriksalan kandungan : <00% <05%
minimal 4x (Antenatal) _

13 | ibu yang memerksakan- <20% | 2R0%- 260%- >80%
bayinya minimai 2x <500% <80%.

(Neonatus)

14 | Adapelaysnanpersalinan | <28% | >25% dan >80%dan | >7T5%-
pleh tenage kesohaten __ ] BO% <T8% 100%

18 | Prosentase bayl <B0% | 281%- 275% dan >90%
mendapatkan imunisasl <75% <g90%
fengksp _

16 | Prosentase bayl <25% | 228%- 280%- > 80%
mendapatkan AS|
eksidusif <80% <80%




U4 WW(MZ '

RO DI i
mendapatian vitemin A <00% <90%

18 | ProssntaseAnekBaita’ | <35% | 238%- 260%- >985%
(1 « 5 tahun) mendapatian <80% <95%
vitamin A ; '

19 | Prosentase kunjungan <15% | 215%- 280%- 280%
masyarakst ke sarana <850% <80%

kesohatan di :
kelurshan

20 | Adapetugaskesshatan | belumada | adatapl ada, tapl adahdan ls(ap

tinggal diluar | merangkap di sotiap szt |
beberspa ’
Kelurahan ___| kelurahen
21 | Tersedia smbulan -belumada | sudshada | adadan ada dan
tersedia 24
Kelurahan tapl belum terjadwal Jam
‘ feriadwal

22 | Tersedianya sukarelawan | belumada | ada <25% 5‘3:62::;. ada > 80%
donor darah pendsmping dari total total dari total
di kelurahan Jumish KK | jumiah KK | jumiah KK

23 | adanya kedabeitjuntuk | Tidekada | setshundua seminggu
kebersihan fngkungan di kall sekall sekali
kelurahan — '

24 | Infrastrukiurkelurahan - | Tkiakada | minkmal minimal | minimal
Memenuhi standar - memenuhi3 | memenuhl8 | memenuhi 7
ramah ansk gtander | standar stander

- 28 | Prosentase tenipet tinggal <25% | 225%- 250%~ >65%

keluarga torgolongrumah | - < 50% <65%
nm.nam;
Prosentase keluarga yang <28% | 225%dan 250%den | >75%-
mengakses <80 % __<75% | 100%
Prosentase rumah yang <28% | 228%dan 2680%dan | >88%-
memiliki SPAL sesual <850% <88% 100%
Standar kesehatan ‘

28 | Terseditempatsampsh = | <25% | 225%den 250%dan | 275%-
yang memenuhl standar . T | <80% <75% 100%
Ramah anak

29 | Adakawasan hjau (untuk | belumada | sdaminimal | ads, dengan | ada lebih
- tujuan perfindungsn dan | 6% darituas ::;a:rg‘m darl 15%
pelestarian slam ) kelurahan darf luas dari luas

. kelurahan kelurahan

30 | Prosentase lembaga <25% .| 228%- 250% | 275%
| usaha ekonomi{ dl desa < 50% <75%

me
z:bnggmnm'l
usahanya untuk
kepentingan snek

31 | Prosentase kelusrgayang | <25% 228%- 250%- >75%
memiiid mats pe <80 % <75%

32 | Prosentase usia produktlf | <28% 225%. >80%- . 2T5%
memilki mata penceharian <80% <78%

{ 18-88 th
K. ”

33 | kegistan bemaeds | 28%-50% | so%-78% | >75%
menyldpkan tenaga -
terampll yang berbasis
sumbes daya
lokal pada us




s HAKPENDIDIKAN, | a4 | Adalootagapaeittan | ke | Ataotn | Adnosst | e, snn
WAKTU LUANG untuk anek _. stander longkap |
DAN KEGIATAN 35 | AnskusiaOe=4tshun <35% '35%- 70 %- 100% |

belajar di PAUD non
BUDAYA formal : <70% <
38 | Anakusia48tahun <35% '35 %- 70%- | 100%
belajar di PAUD formal/ <70% | <100%
non formal_ .
37 | Prosentsse (%)Proses | <35% 3385%- 70%- | 100%
| Belsjar Mengsjar (PBM) di . <70% <100%
- lembaga pendidikan ‘ '
MMMI
standar yang berisky
38 | ProsentasseGuruyang | <35% $38.%- 70%- | 100%
sesual dengan kualifikas| <70% < 100%
pendidikan (81) '
. 39 m:mh;w <3B% | ‘B%- 370%-< | 100%
- i <70% <100%
40 | Anskusia18-18tahun | <38% 338 %- 70%- | 100%
melanjutkanke SMA/ | . <T70% <100%
sederajat .
41 | Adasarsnastsutempat | tidekada | sdabekmn | Adasesual | lengkap
bermaln anak di Sesusi standar
Kelurahan : standar .
42 | Adamedia anak untuk belumada | ada tspitidek | ada dan ads,
berekspresi dl Kekirahan berfungs! berfungsi berfungsi
. ' 4 *_| dan lengkap
43 | Ada event anek untuk idekada | ada Ads,belum | ada, sudah
berekspres! ¢ Kelurahan ' ramah anak - | ramah anak
44 | Presentaseanskusia 18- | <35% | *35%. 370 % 100%
18 tahun yang tidak <70% < 100%
sekolah yang di fasiitas! )
oleh kelurahan untuk
‘mengikuti
pelatihan keteramplian
’ ad
45 | Kelurshan . | bekumada | adatepl- ada, berjslan, bo;'-un,

: ’ sudah
memberiakukan jam \ belum belum semua | semua
belalar anek (masyerakat) | berfetan ___| warge warga

48 | Ada dan berfungeinys belumads | adatepl ‘ada dan pasif- | ada dan aktif
komtecilembsga | * - | berturigsl : S
pendidikan (dISD) _____{ S I
47 | Adanya kesejahtersan beium sida | ada.tapi8 ada, Shulsn | ada, rutin -
bagi tenaga pendidk ,, v+ se | Dulsnsekall | sekal setipp bulan- -
‘- 3 . 0‘0 .
non PNS /ysymssn o, . I | ‘
, di lsmbaga pendidikan
- i) Yang ada i Kelurahen | :
HAK .Jw ;_.mmnb-’qmmm" befisnada | adé danbeiu ‘adadan m
PERLINDUNGAN. | | lembegapeindungay | - botd | perko beraringan
KHUSUS & By ‘anak B porompusn (ertrins) | penguatan | melakukan
| diKehmahan. + ") . CE 3 nixmfm :
LY N ) [} . N
A . o e R ‘ . LY ‘, . . .
% '.2?:, ' e !
. ) . ’v " i
M Y ) .' ~: :. -H
N ' Yo Do
0 ' .’"l )
Lt Y |hakanak




- Tebentuk gan Mimeda o, AT,
UL TR P -
berfungsinys satlinmas berjaringan
advokas!
masyarakat (saliinmes) di prasarana periindungan, | hak- .
fingkat Kekurahan petarawsn | haksnak
desa dan
mitigas]
80 MMMG »50% 28%-80% 10-28% 0%
bawah 18 tahun ; —
51 | Tdakada | ade3 | gde2 adatkusus/ | tdakada
ma”&"""“m mm, kasus /tshun un Kasus
& : ‘ belumads | »25%dan | >50%dan | 100%
memilik elstem danr )
jaminan "7 <50% <76%
g
ersedianys . N
83 | umum Tidskade | minimat minimal minlmal
yang mengakomiodas . memenuhi3 | memenuhi® | memenuhi7
kepentingan anak standsr standar Standar
berkebutuban khysus _ - I S '
54 | Kebersdaan anekysngdl | >80% >25%- >1%- 0%
.| pokeriakan __ conuf S5O <25%
85 | Adainformasitentsng belumads | adatkal | ade2ical ada 3 kall
. . . [ soolalisasi/ soslallsasi/ | soslalisas!/
BTM NAPZA fshun tahun tehun
dan
88 | Adapengawasan fidekada | ada{ fall ada 2 kall ada> 3 kall
terhadap BTM berbehays, . pengawasan/ | Pengswasan/ | psngawasan/
NAPZA dan Porograft tahun tshun Tahun




®)Disebutkan tanggal, bulan, tahun pengambilan sumpah jabatan dengan angka
2%))Disebutkan jabatan pejabat yang mengambil sumpah jabatan

21YDisebutkan nama pejabat yang mengambil sumpah jabatan

III. KONTRAK JABATAN
') Disebutkan nama jabatan pejabat yang diangkat
2) Disebutkan hari dengan huruf
%) Disebutkan tanggal dengan huruf
*) Disebutkan bulan dengan huruf
%) Disebutkan tahun dengan huruf
%) Disebutkan tanggal-bulan-tahun dengan angka
7y Disebutkan nama pejabat yang mengangkat
%) Disebutkan nama jabatan pejabat yang mengangkat
9) Disebutkan pejabat yang mengangkat
1% Disebutkan nomor keputusan pangangkatan
11y Disebutkan tahun keputusan pangangkatan
12) Disebutkan tanggal keputusan pangangkatan
13y Disebutkan nomenklatur keputusan pangangkatan
'*) Disebutkan nama pejabat yang diangkat
15} Disebutkan keputusan pejabat yang mengangkat
1%) Disebutkan nomor keputusan pejabat yang mengangkat
17) Disebutkan tanggal keputusan pejabat yang mengangkat
'8y Disebutkan nomor Peraturan Daerah
'%) Disebutkan tahun Peraturan Daerah
2%y Disebutkan nomenklatur Peraturan Daerah
2!y Disebutkan nomor Peraturan Walikota Semarang
22y Disebutkan tahun Peraturan Walikota Semarang

%) Disebutkan nomenklatur Peraturan Walikota Semarang

WALIKOTA SEMARANG

Zery
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